
 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATISIDOARJO 
 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 28  TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI  SIDOARJO, 
 

Menimbang   :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 ;  

 
Mengingat  : 1.   Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;  

 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara .Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569) ;  

 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara P.epublik Indonesia Nomor 3851) ;  

 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); \  

 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  

 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang / Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4400) ;  
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 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421);  

 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) ;  

                            9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;  

                          10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049);  

                          11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;  

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah ;  terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 , Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4712) ;  

 14.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor4502);  

 15.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503) ;  

 16.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 80, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4534) ;  

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 T ahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575) ;  

 18.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 
5155);  

 
 
 
 
 



 
   
 19.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;  

 20.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578) ;  

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4585) ;  

 22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4587) ;  

 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;  

 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4614) ;  

 25.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972);  

 26.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan . Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah;  

 27.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ;  

 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011 ;  

 29.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.(Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 
Seri E);  

 30.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 Seri E) ;  

 31.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011  tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2010 -2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) ;  

 32.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2011 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 Seri A) ;  

 33.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2011  tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 
Tahun 2011 Seri A) ;  

 
 
 
 
 
 



 
 
  
 34.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2012 Nomor 2 Seri A) ;  

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

 
Menetapka :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.  

 
Pasal 1 

 
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas :  
 
1.  Pendapatan .  
 a. Pendapatan Asli Daerah   Rp.    484.313.737.307,27  
 b. Dana Perimbangan   Rp. 1.029.082.329.425,00  
 c. Lain-lain Pendapatan yang sah  Rp.    491.795.330.982,00  
 
         Jumlah Pendapatan                                                                Rp.2.005.191.397.714,27  
 
2. Belanja  
 a. Belanja Tidak Langsung   

1) Belanja Pegawai  Rp. 890.946.870.358,77  
2) Belanja Bunga  Rp.                          0,00  
3) Belanja Subsidi  Rp.                          0,00  
4) Belanja Hibah  Rp.   83.309.845.850,00  
5) Belanja Bantuan Sosial  Rp. 106.520.797.500,00  
6) Belanja Bagi Hasil  Rp    23.895.219.224,00  
7) Belanja Bantuan Keuangan  Rp.   59.351.924.892,00  
8) Belanja Tidak Terduga  Rp      1.938.220.000,00  

     Rp.1.165.962.877.824,77  
 
b. Belanja Langsung  

1) Belanja Pegawai  Rp. 91.886.794.028,00 0  
2) Belanja Barang dan Jasa  Rp.  361.530.571.523,94  
3) Belanja Modal  Rp.  209.377.144.698,00  

                                                             RP.  662.794.510.249.94  
 Jumlah Belanja  Rp.1.828.757.388.074,71  
  
 Surplus defisit  Rp    176.434.009.639,56  
 
3. Pembiayaan  
 

a. Penerimaan  Rp. 218.733.796.099,83  
b. Pengeluaran  Rp.   34.336.833.061.68  

 
 Jumlah Pembiayaan Netto   RP. 184.396.963.038.15  
 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  Rp.  360.830.972.677,71  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.  
 

Pasal 3 
 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.  
 

Pasal 4 
 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.  
 

Pasal 5 
 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

Pasal 6 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.  
 
 
 
 Ditetapkan di Sidoarjo  
 pada tanggal 19 Juli 2012  
   
                                                                                         BUPATI SIDOARJ 
 
                                                                                                  ttd  
 
                                                                                       H. SAIFUL ILAH  
 
 
Diundangkan di S,idoarjo  
padatanggal 19 Juli  2012  
 
SEKRETARISDAERAH  
KABUP ATEN SIDOARJO,  
 
       ttd 
 
 
VINO RUDY MUNTIAWAN 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOM OR 28  


